
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 	TAHUN 2020 

TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	a. bahwa pemberian tarnbahan pengasilan merupakan 
bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara 
yang memiliki dasar hulottli,-tpedornan, kriteria clan 
indikator peniiaian yang tefukur serta berlaku 
menyeluruh bagi• , Aparatur Sipil Negara sehingga 
dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja clan 
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasa' rkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daera_h mengamanatkan, 
Menteri berwenang memberi persetujuan terbacla.p 
taeribahan penghasilan Pegawai Aparatur.  Sipil 
Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang climaksucl 
huruf a dan huruf b perL, menetapkan Peraturan 
Bupati Kerinci tentang Tarn bahan Pe nghasil.an 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Li n gku ngan 
Pemerintah Kabupaten Kerinci; 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 58 Tabun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatan.tra 
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra 
Tingkat 1 Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Nara Republik 
Indonesia Nomof 1'643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lnd.onesia Nomor 4286); 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang lacrr 15 tahun 2019 
tentang perubahan atas Tfiidang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 :tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Irc...mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta:ng 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5994); 

6. Unclng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Penl,erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang 	Pengakatan, 	Pemindahan 	d an 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 9 
Tahun 2003 teiitang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 164: Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
LeMbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri S:ipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan  oaerah  (Lembaran Negara 
Republik Indoneia,Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
lembaran Negarapub1ik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Samgaimaria telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Ci4q,ah; 

12. Pera'inran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinetja 
Pegawai Negeri; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan.  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai Negeri Sipil; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .30 
Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri 
Sipil; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 061-5449 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa k.ali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan 
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Notnor 1); 

18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2019 
tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 50); 

19. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 52 Tahun 2019 
Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci 
tahun 2019 nomor 52); 



Memperhatikan 	1. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
Nomor 900/422/Keuda tanggal 24 Januari 2020, 
Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
(TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020; 

2. Berita Acara Rapat Tim Pelaksanaa, TPP ASN 
Pemerintah Kabupaten Kerinci Nome'. 800/Cint, 
SETDA/2020, tanggal 3 Mare.: 20" 

MEMUTUS 
Menetapkan PERATURAN 	 'TANG 'TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 	i'UR ,DJ ,IEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERIN" I 1. • UPA'i 	,ERI NCI 

BAB I 
KETENTUAN UM, 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini 3 .m$,4,dirrla 	denga,  
1. Daerah Kabupaten adalah Itabupati 	•inc 
2. Pemerintah 	Daerah 	adalah 	pc 	,g .-aan 	urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah  Ch. 'e an perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan 	.a irnbantuan 
dengan prinsip otonomi, seluas-luasnya da1 n 	tern dan 
prinsip negara kesatuan republic Indonesi sebag:)imana 
dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar t 	a Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati ath4 1ali Bupati Kerinci, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretari 	h Kabupatei 7erinci. 
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah K 	ate n 

Kerinci. 
6. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan 

langsung terhadap pegawai di bawahnya. 
7. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawa,h 

atasan langsung. 
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala PD 
adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

10. Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama, AdminiFtrator dan Pengawas pada 
Perangkat Daerah yang terdiri dan i Asisten Sekretariat 
Daerah,Kepala Bagian, 'Sfetaris, Kepala Bidang, Scls-retaris 
Kecamatan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala 
UPT, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha UPT. 

11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia 
Daerah Kabupaten Kerinci. 



12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kerinci. 
13. Badan Perencanaan, 	Pembangunan, 	Penelitian 	elan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA 
adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci, 

14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. 

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
warga negara Indonesia ;),,,4ng rinenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai ASN sc..-'cara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CASN 
adalah waiga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
dan belum diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembirfa kepegawaian. 

17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengangk.at, 
memindahkan dan memberhentikan ASN di Linglcungannya 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang 
tersebut sesudi dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan serta mempunyai kewenangan dalam hal legalitas 
dokumen. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci. 

19. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

20. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah ASN yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi. 

21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

22. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada instansi pemerintah. 

23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompol< ASN yang bertanggung 
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP 
adalah penghasilan yang diterima pegawai diluar gaji clan 
tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan .yang diberikan berdasarkan produktivitas clan 
disiplin kerja; 

26. Validator adalah Pejabat yang berwenang memvalidasi listing 
TPP. 

27. Verifikator adalah pejabat yang bervrenang memeriksa daftar 
listing TPP dengan sistem aplikasi. 

28. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah 
pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena 
pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap. 



29. Pejabat Pelaksana Hai-idly yang selanjutnya disingkat PLH 
adalah pejabat yang meneinpati posisi jabatan sementara 
karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu 
berhalangan sementara. 

30. Pegawai titipan adalah ASN yang bekerja pada Pemerintah 
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang ditugaskan pada 
Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

31. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu 
jabatan-jabatan secara sistematis dengan menggunak:an 
kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhaciap 
informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. 

32. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam 
suatu jabatan yang terdiri dan i level-level faktor jabatan yang 
diperhitungkan. 

33. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompoka_n tingkat 
jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 

34. Instruksi Khusus Pimpinan yang selajutnya disingkat IMP 
adalah Perintah tertulis atau lisan serta pesan-pesan dani 
Pimpinan Daerah yang harus dilaksanakan dan diselesaikan 
dalam jangka waktu yang ditentukan. 

35. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dani 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis insta:nsi 
pemerintah. 

36. Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah ukuran keberhasilan 
kerja yang dicapai oleh setiap ASN. 

37. Produktivitas kerja adalah capai,m kinerja berdasarkan 
aktivitas, serapan anggarap- dan perilaku kerja. 

38. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan ASN untuk masukl«ta 
dan menaati jam kerja sesuai kewajiban ASN. 

39. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. 

40. Aktivitas Utama yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapai 
target kinerja tahunan organisasi clan direncanakan secara 
sistematis sesuai hirarki organisasi. 

41. Aktivitas Tambahan yaitu langkah kerja untuk melaksanakan 
pekerjaan yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi, 
dilakukan diluar rencana organisasi, tetapi tidak keluar clari 
kaitan tugas ASN dalam melaksaIiakan perintah atasan, 
kebijakan dan pelayanan. 

42. Aktivitas Pribadi adalah aktivitas ASN yang terdiri dan i aktivitas 
utama dan aktivitas tambahan. 

43. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh 
bawahan yang menjadi kinerja atasan. 

44. Perilaku adalah penilaian atas tindakan keseharian ASN melalui 
pernyataan dan i ASN lain di lingkungan kerja masing-masing 
dengan pendekatan psikologis berupa kuesioner yang terdiri 
atas serangkaian pertanyaan tertutup. 



45. Aktivitas Neatif adalah serangkaian aktivitas clan/atau 
perilaku yang tlrielanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

46. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak 
dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian irlYiOrnaai 
mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasul co:Tighasilan, 
pengeluaran dan data 1); • 	atas lia; a Kekayaan 
Penyelenggara Negara 

47. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan G ti Rugi 
selanjutnya disingkat TP-TGR ad p .th suatu pr 

	
Tuntu tan 

melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawa; )u an Bendahara 
atau pejabat lain yang merugikan I<euangan dan 	ng Daerah; 

48. Kekurangan Perbendaharaan da1ah selisih 
	

lr 1g antara 
saldo Buku Kas dengan.  saldo Kas TP-TGR 

49. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingk BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperf 	atas 13( ,an APBD atau 
berasal dan i perolehan lainnya yan 

50. Hukuman Disiplin adalah 7,1ukumaii 	 kepada 
ASN karena melanggar perran disiplin 	N..1  

51. Keberatan adalah prosedur atau cara yang (: e ip, '1 ASN jika 
merasa tidak puas atau kurang puas atas h sil u(!ncapaian 
kinerja ata:it data yang berkaitan denga, ; ine .fa 	. , ia bulan 
berkenaan. 

52. Kinerja kolektif adalah capaian kinerja kolekt 	dihitung 
dan i capaian kinerja bawahan secara akumula• yang men jadi 
capaian atasan. 

53. Hari adalah hâi sesuai tanggal dalam kale- 	na: 
54. Cuti adalah keadaan tidak masuk kelja. y 14; diizi. Lfl dalam 

jangka waktu tertentu. 
55. Izin adalah keadaan tidak masuk kerTh bngi ASN yang d ',Ran 

oleh atasan langsung. 
56. Masa Persiapan pensiun atau dir 	L MPP adalah masa 

transisi yang akan dialami oleh pegawai setelah bekerja 
puluhan tahun pada Pem.erintah Daerah. 

57. Sistem Informa.si  Administrasi Presensi yang selanjutnya 
disebut SIAP adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola 
dan menyajikan data kehadiran kerja bagi ASN di Lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara Online dan 
terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah. 

58. Penyerapan Anggaran yaitu kesesuaian rencana jadwal dengan 
pelaksanaan, selisih anggaran dengan realisasi terha.da.p 
ketercapaian volume output clan li.leborhasilan tercapainya 
sasaran program atau outcome. 

59. Pendapatan'Asli Daerah yati.gSelanjuinya dising-cat PAD .dalah 
pendapatan yang yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

60. Elektronik Remunerasi dan Kinerja yang selanjutnya disingkat 
e-RK adalah aplikasi yang memuat mekanisrne penilaian kinerja 
ASN rnelalui sistem elektronik. 

61. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dan i setiap 
pelaksanaa.n tugas jabatan. 



62. Daftar Pembayaran adalah dokumen berupa daftar pemba.yaran 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
besaran tunjangan. 

63. Daftar Pemeriksaan adalah dokumen yang berisi daftar atas 
perhitungan kinerja yang berfungsi sebagai bahan pemeriksaan 
yang disahkan oleh Kepala PD. 

64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PD adatali ''cokumen yang memuat 
pendapatan, belanja daa-pembiayaan yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggai'an oleh Pengguna Anggaran. 

65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah 
yang sefanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang 
memua perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

66. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen' " Yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat 
Permintaan Pembayaran. 

67. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang 
bertanggung jawab atas permintaan pembayaran. 

68. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pemba.yaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak 
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayara:n gaji 
dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan. 

69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokurien yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Penggi.!rta Anggaran sebagai dasar untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD. 

70. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM. 

71. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 



'Pasal 2 

Prinsip-prinsip pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah 

(1) TPP ASN merupakan fungsi dan i keberlaasilan pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah clan diharapkan dananya 
bersumber dan i efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja 
Pemerintah Daera_h dan/atau peningkatan nendapatan daerah yang 
dihasilkan. TPP ASN diberikan secara betiahap sesuai dengan kelas 
jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, 	 Kern ahalan 
Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks 
penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan 
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi keija, 
kelangkaan profesi, dan ata.0 pertimbangan objektif lainnya. 

(2) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan dan Itie41i1an; 

b. akuntabel dimasidkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. proporsional dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai; 

d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai 
dengam target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan 
perencanaan kinerja yang ditetapkan; 

e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk 
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai 
ASN; 

f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan 
untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan 

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil 
optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintEh daerah. 

BAB II 
KETENTUAN PEMBERIAN TPP 

Bagian Kesatu 
Perhitungan Atas TPP ASN 

Pasal 3 
(1) basic TPP ASN aiperoleh dengan menggunakan rumus : 

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas 

fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x indeks 
penyelenggaraan pemerintah daerah) 

(2) perhitunga.n atas kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



(3) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN dilingkungan pemerintah 
daerah dapat diberikan TPP dengan kriteria sebagai berikut: 

a. TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi diperoleh dengan 
menggunakan rumus: 

((40% X Basic TPP) + (60% X Basic TPP)) 

b. TPP berdasarkan tempat bertugas diperoleh dengan 
menggunakan rumus: 

(10% X Basic TPP X Indeks TPP tempat bertugas) 

c. TPP berdasarkan kondisi kerja dipecch 4.c.ngan menggunakan 
rumus: 

(100/o ?.." Basic TPP) 

TPP berdasarkan kelangkaan profesi diperoleh dengan 
menggun.q.an  rumus:.  

10% X Basic TPP) 

e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya: 

1. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan 
kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan; 

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan TPP 
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum 
diwadahi pada TPP berdasarkan beban keija, prestasi kerja, 
tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan prefesi; 

3. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik 
daerah; 

4. TPP berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana 
dimaksud pada angka 1, diberikan kepada jabatan struktural 
tertentu dan jabatan dengan tugas tertentu; 

5. Bagi ASN dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4, tidak dapat diberikan lebih dan i 1 (satu) jenis 
tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif; dan 

6. Tunjangan berdasarkan ' ii.ertimbangan objektlf sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(4) TPP ASN yang didasarkan atas perhitungan sebagaimana pada a:yat 
(3) dengan peinotongan pajak sebesar: 

a. 15% (lima belas persen) untuk golongan IV; 
b. 5% (lima persen) untuk golongan III; 
c. 20% (dua puluh persen) bagi ASN yang tidak memiliki NPWP; dan 
d. tidak dilakukan pemotongan pajak untuk golongan II dan I. 



Bagian kedua 
Komposisi TPP dan Klasifikasi Jabatan 

Pasal 4 
(5) Pemberian TPP didasarkan pada klasifikaSi jabatan sebagai berikut: 

a. jabatan pimpinan tinggi; 
b. jabatan administrasi yang terdiri dan i administrator dan 

pengawas; 
c. jabatan pelaksana; dan 
d. jabatan fungsional tertentu. 

Pasal 5 
(1) Komposisi pemberian TPP terdiri 

a. TPP berdasarkan aktivitas dan perilaku; 
b. TPP berdasarkan penyerapan anggaran dan atau penyerapan 

PAD; dan 
c. TPP berdasarkan disiplin 

(2) TPP berdasarkan aktivitas clan perilaku adalah tunjanga.n yang 
dihitung berdasarkan capaian aktivitas dan perilaku kerja sehari-
hari yang dibuktikan dengan daftar perhitungan kinerja secara 
elektronik. 

(3) TPP berdasarkan penyerapan anggaran adalah tambahan 
penghasilan yang dihitung berdasarkan akumulasi penyerapan 
anggaran pada sub unit per triwulan. 

(4) TPP berdasarkan penyerapan FAD adalah tambahan pengasilan 
yang dihitung berdasarkan penyerapan PAD pertriwulan yang 
dihitung secara akumulasi. 

(5) TPP sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya berlaku bagi OPD yang 
mengelola pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah 
yang sah menurut peratu ran perundang-undangan. 

(6) OPD sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak diberlakukan 
perhitungan penyerapan anggaran. 

(7) TPP berdasarkan disiplin kerja adalah tunjangan yang dihitung 
berdasarkan perhitungan capaian kehadiran. 

Pasal 6 
Komposisi Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1), dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 

a. komposisi Pemberian TPP untuk Jabatan Pelaksana Clan 
Fungsional Tertentu dihitung sebagaibc.aikut: 

1. aktivitas dan perilaku diboribobot 4(Yu/0 (empat puluh persen) 
yang terdiri dan: 

a) 70% (tujuh puluh persen) aktivitas yang meliputi 80% 
(delapan puluh persen) aktivitas utarna dan 20% (dua puluh 
persen) aktivitas tambahan; dan 

b) 30% (tiga puluh persen) perilaku kerja. 

2. penyerapan anggaran dan atau penyerapan PAD diberi bobot 
30% (tiga puluh persen); dan 

3. disiplin kerja-diberi bobot 30% (tiga puluh persen). 



b. komposisi Pemberian TPP untuk Jabatan Pengawas sebagai Kepala 
Unit Organisasi pada PD, clihitung sebagai berikut: 

1. aktivitas dan perilaku diberi bobot 40% (empat puluh persen) 
yang terdiri dan: 

a) 70% (tujuh puluh persen) aktivitas yang meliputi 60% 
(enam puiuh persen) aktivitas pribadi, 40% (empat puluh 
persen) akavitas bawahan; dan 

b) 30% (tiga puluh persen) perilaku kerja. 

2. penyerapan anggaran dan atau penyerapan PAD diberi bobot 
30% (tiga puluh persen); dan 

3. disiplin kerja diberi bobot 30% (tiga puluh persen). 

c. Komposisi Pemberian TPP Administrator sebagai Kepala Unit 
Organisasi pada Peran.gkat Daerah, dihitung sebagai berikut: 

1. Aktivitas dan perilaku diberi bobot 40% (empat puluh persen) 
yang terdiri dan: 

a) 70% (tujuh puluh persen) aktivitas yang meliputi 50% (lima 
puluh persen) aktivitas pribadi dan 50% (lima puluh persen) 
aktivitas bawahan; dan 

b) 30% (tiga puluh persen) perilakti,  keria. 

2. penyerapan anggaran dan' qtau penyerapan PAD diberi bobot 
30% (tiga puluh persen); dan 

3. disiplin kerja diberi bobot 30% (tiga puluh persen); 

d. Komposisi Pemberian TPP untuk Kepala Perangkat Daerah, 
dihitung sebagai berikut: 

1. aktivitas dan perilaku diberi bobot 40% (empat puluh persen) 
yang terdiri dan: 

a) 70% (tujilh puluh persen) aktivitas yang merupakan 
pencapaian akumulasi aktivitas bawahan 70% (tujuh puluh 
persen); dan 

b) 30% (tiga puluh persen) perilaku kerja. 

2. penyerapan anggaran dan atau penyerapan PAD diberi bobot 
30% (tiga puluh persen); dan 

3. disiplin kerja diberi bobot 30% (tiga puluh persen). 

Pasal 7 

(1) Besaran TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(2) Pemberian TPP ASN setiap bulan didasarkan pada ketercapaian 
masing-masing komposisi TPP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1). 

(3) Bagi CASN diberikan TPP 80% dan i nilai 115P kelas jabatannya sampai 
dengan terbitnya surat pengangleatan dan i CASN menjadi ASN. 

' 	't 



Pasal 8 

(1) Akumulasi ketercapaian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) 
masing-masing hams mendapat pembulatan persentase lebih dan i 50% 
(lima puluh persen) dalam kurun waktu yang ditentukan. 

(2) Dalam hal akumulasi ketercapaian ASN/CASN kurang dan i atau sarna 
dengan .50% (lima puluh persen) pada komposisi sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 ay,at, (1) maka TPP pada komposisi tersebut tidak 
d ib ay arkan 

Pasal 9 
(1) Dengan pemberian TPP, maka ASN dan Calon Ai4 dilarang: 

a. memberikan, menjanjikan., menerima segala hadiah dalam bentuk 
apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan; 

b. menerima honorarium dan insentif yang bersumber dan i APBD; dan 
c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali uang transport dina.s 

dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau 
luar da.erah. 

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf b terhadap ASN 
dapat diberikan berupa : 
a. insentif atau uang saku rapat; 
b. honorarium pengelola keuangan; 
c. honorarium pengadaan barang dan jasa; 
d. honorarium admin keuangan dan asset; dark, 
e. honorarium narasumber; 

(3) Insentif, uang saku rapat dan honorarium narasumber sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e apabila kegiatan tersebut 
merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah pusat, serta pelaksanaannya melibatkan OPD lainnya 
dan/atau instansi vertikal. 

(4) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf b yaitu: 

a. koordinator pengelolaan keuangan daerah 
b. kuasa bendahara urnum daerah; 
c. pejabat pengelola keuangan daerah; 
d. pengguna anggaran; 
e. kuasa pengguna anggaran; 
f. pejabat pelaksana teknis kegiatan; 
g. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah; 
h. bendahara penerimaan; dan 
1. bendahara pengeluaran. 

Bagian Ketiga 
Pemberian TPP ASN yang Masuk dan Keluar dan i Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kerinci serta Alih Status 

Pasal 10 

(1) Dalam hal terjadi perubahan. jabatan ASN sebelurn tanggal 5 (lima) pada 
bulan berkenaan, maka TPP diberikan•pada jabatai baru. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan A§n\I setelah tanggal 5 (lima) pada 
bulan berkenaan maka TPP pada bulan berkenaan diberikan pada 
jabatan 



(3) Bagi ASN mengalami pc.Tubahan status dalam jabatan fungsional dan 
inengakibatkan perubahan tunjangan maka pemberian TPP dibayarkan 
pada bulan berikutnya. 

' Pasal 11 
(1) Bagi ASN yang pindah ke Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak 

diberikan TPP selama 2 (dua) tahun dihitung dan i surat keputusan pindah 
dikeluarkan. 

(2) Pengecualian pada ayat (1) tidak berlaku pada ASN yang ditetapkan 
sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(3) Bagi ASN yang ke luar dan i lingkup Pemerintah Daerah maka tidak 
diberikan TPP sejak rekomendasi melepas dikeluarkan. 

(4) Bagi ASN yang alih status dan i jabatan fungsional ke struktural tidal( 
diberikan TPP selama 2 (dua) tahun sejak keputusan diterima. 

Bagian Keempat 
Pemberian TPP bagi ASN yang Izin, Sakit clan Cuti 

Pasal 12 
(1) Bagi ASN yang sakit, maka tidak dapat mengisi aktivifas pada sistem e-

RK selama masa sakitnya, dan dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter. 

(2) Bagi ASN yang sakit maka diberlakukan pengurangan kinerja sebesar 300 
(tiga ratus) menit dan i waktu kerja efektif setiap ketidakhadirannya 
setelah hari ketiga. 

(3) Dalam hal ASN mengalami sakit lebih dan i 14 (empat beias) hari kerja, 
maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan tidak dibayarkan. 

(4) Bagi ASN yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
melampirkan Surat dan i Rumah Sakit. 

Pasal 13 
(1) Bagi ASN yang melaksanakan izin, maka tidak dapat mengisi aktivitas 

pada sistem e-RK. 
(2) Bagi ASN yang izin maka diberlakukan pengurangan kinerja sebesar 300 

(tiga ratus) menit dan i waktu keria efektif setiap ketidakiladirannya. 

Pasal 14 
(1) ASN dapat diberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Cuti bersalin dapat diberikan sampai anak ketiga. 
(3) Dalam hal pemberian TPP bagi ASN yang melaksanakan cuti bersalin , 

maka TPP diberikan sampai anak ketiga dan i statusnya sebelum ASN dan 
diberikan. TPP 100% selama masa cuti. 

(4) Bagi ASN yang melaksanakan cuti tahunan diberikaii kinerja 300 (tiga 
ratus) menit dan i waktu kerja efektif setiap ke':ida'$zhadirannva selama 
melaksanakan cuti. 

(5) ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus 
menerus bk.rhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. 

(6) Bagi ASN yang melaksanakan cuti besar maka TPP dapat diberikan 
selama masa cutinya dengan proporsi 50% (lima puluh persen) clad 
standar tertinggi jabatan. 



(7) ASN melaporkan izin cuti dan i pejabat yang berwenang kepada BKPSDMD 
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan. 

Pasal 15 

(1) ASN yang melaksanakan tugas belajar tidak mendapAtkan TPP, 
(2) Bagi ASN yang telah selesai melaksanakan ttigaS'belajar diwajibkari 

mengisi e-RK sejak diberikan surat kepUtusan pengaktifan kernbali. 
(3) TPP dapat dibayarkan pada ASN sesuai dengan tanggal penerimaan surat 

keputusan pengaktifan kembali. 

Pasal 16 

(1) ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun maka tidak mengisi dalarn 
sistem e-RK. 

(2) ASN yang mengambil MaAa Persiapan Pensiun tidak diberikan TPP. n. 

Pasal 17 

(1) ASN dapat ditugaskan sebagai Petugas Kesehatan Haji Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) ASN yang diberikan tugas sebagai Petugas Kesehatan Haji Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan mengisi e-RK dan 
diberikan penuh 300 (tiga ratus) rnenit/hari selama masa bertugas. 

Pasal 18 

Pemberitahuan/keterangan izin, cuti, sakit dan surat tugas adalah 
pemberitahuan/keterangan tertulis izin, cuti, sakit dan surat tugas yang 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di Bidang Kepegawaian. 

Pasal 19 

(1) ASN dapat diberikan tugas sebagai PLT atau PLH sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) ASN yang diberikan tugas sebagai PLT atau PLH pada sistem e-RK 
diperkenankan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya. 

(3) ASN yang diberikan tugas sebagai PLT atau PLH dapat diberikan 
tambahan TPP sebesar 20% dan i TPP jabatan definitif yang dipangkunya 
sesuai dengan capaian keseluruhan dan i komposisi TPP. 

(4) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jika surat 
tugas sebagai PLT atau PLH ditetapkan sebelum tanggal 5 (lima) pada 
bulan berkenaan. 

(5) Jika surat tugas sebagai PLT atau PLH diberikan sesudah tanggal 5 (lima) 
pada bulan berkenaan pada tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan pada bulan berikutnya. 



Bagian Kelima 
Kompbri6n Pensuz-a.rits TPI" 

Pasal 20 

(1) Komponen pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut: 
a. capaian aktivitas dan perilaku kerja 
b. capaian penyerapan anggaran; 
c. capaian penyerapan PAD; 
d. capaian disiplin kerja; 
e. kepatuhan terhadap LHKPN, TPIGR clan BMD; 
f. pengenaan hukuman disiplin; 
g. melakukan aktivitas negatif; dan 
h. manipulasi data.1  

(2) capaian aktivitas dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, adalah capaian aktivitas dan perilaku kerja yang dibuktikan 
dengan hasil perhitungan dalam e-RK dengan capaian maksimal 100% 
(seratus persen) setiap bulan. 

(3) capaian penyerapan aniggaran adalah ketepatan penyerapan anggaran per 
tiiwulan OPD yang diperoleh dengan rumus: 

((Capaian triwulan/Target triwulan) X (Komrosisi TPP penyerapan 
anggaran bulan terakhir pada triwulan berkenaan)) 

(4) penyerapan anggaran/PAD dapat dikecualikan apabila diluar kemampu an 
pengelola keuangan atas persetujuan pejabat yang berwenang. 

(5) perhitungan capaian penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berlaku untuk staf pelaksana, fungsional tertentu, pengawas, 
administrator dan jabatan pipmpinan tinggi secara garis vertikal. 

(6) capaian penyerapan PAD adalah penyerapan target PAD pertriwulan OPD 
yang hitung dengan rumus: 

((capaian triwulan/target triwulan) X (Kompo..13A TPP penyerapan 
PAD bulan terakhir pada triwulan berkanaan)) 

(7) capaian penyerapan anggaran atau penyerapan PAD dihitung maksitnal 
100%. 

(8) perhitungan capaian disiplin kerja adalah hasil evaluasi kehadiran yang 
dibuktikan dengan ciaftar hadir elektronik. 

(9) Kepatuhan. terhadap LHKPN, TFYI'GR dan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, diwajibkan bagi seluruh ASN sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

(10) bagi ASN yang tidak mematuhi LHKPN, TPTGR clan BMD akan dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat ringan hingga berat yang dibuktikan dengan 
berita acara dan putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin dani 
pejabat yang berwenang. 

(11) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dim aksud pada ayat (1) 
huruf f, adalah pengurangan TPP sebagai pengenaaan hukuman disiplin 
tingkat ringan, sedang dan berat bagi ASN yang dibuktikan dengan 
berita acara dan putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin dani 
pejabat yang berwenang. 



(12) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11) diberlakukan status hukuman disiplin pada status kepegawaiannya 
dengan jangica waktu tertentu. 

(13) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin wajib menginput aktivitas pada 
sistem e-RK. 

(14) jangka waktu bagi ASN dengan status hukuman disiplin diberlakukan 
sepanjang ASN tersebut menjalani hukuman disiplin. 

(15) jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 
adalah sebagai berikut: 
a. tidak menghadiri undangan resmi dan i pemerintah daerah yang 

ditandatansan1 °lob bupatl, walcil bupati,  5ekrotp,ris dacrah clan 
pimpinan DPRD yang dibuktikan dangan daftai liadir; 

b. tidak menggunakan pakaian seraFj_tArn beserta atributnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. merokok pada ruang layanan publik yang tidak diperlcenankan clan 
pada ruang layanan publik; 

d. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam kerja dan tidak 
dapat menunjukan surat izin atau surat tugas dan i pejabat yang 
berwenang; 

e. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan 
waktu yang telah ditex4i.ikan tanpa alasan yang dapat dipertanggung 
jawabkan; dan 

f. tidak melakukan penilaian perilaku kerja. 
(16) manipulasi data sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf ii, adalah 

pengurangan TPP bagi ASN yang terbukti melakukan manipulasi data 
pad& triagifig-friasitig kompogigi TPP sebagaithatia diffiaksud Pasal 4 ayat 
(1), maka TPP pada komposisi tersebut tidak dibayarkan pada bulan 
berkenaan. 

(17) pengenaan hukuman manipulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h, dijatuhkan pada pegawai yang terbukti melakukan 
manipulasi data dan atasan langsung yang bertanggung jawab atas 
tervalidasinya aktivitas bawahannya. 

Pasal 21 
Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(8) dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan 

yang sah, TPP bagi ASN diberikan kepada yang bersangkutan setela!-I 
dipotong 2% (dua persen) dan i 	TPP disiplin kerja per hari 
selama tidak masuk kerja; 

b. pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka 
diberikan pengurangan TPP dad besaran TPP disiplin kerja sebagai 
berikut: 

Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase 
Pengurangan 

TL 1 15 menit s.d <31 menit 0,5% 

TL 2 31 menit s.d <60 menit 1% 

TL 3 61 menit s.d <91 menit 1,25% 

TL 4 91 	menit 	atau 	tidak 
mengisi datar hadir 
pulang 

1,5% 



c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa: 

1. Penurunan pangkat setingkat lebih tiidah selama 3 (tiga) 
tahun, tidak diberikan TFP .gelarna 24 (dua puluh empat) 
bulan; 

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah, tidak diberikan TPP selama 30 (tiga puluh) bulan; dan 

3. Pembebasan dan i jabatan, tidak diberikan TPP selama 36 (tiga 
puluh enam) bulan. 

(2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) 
huruf a dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian PD. 

Penjatuhan sanksi di&1in sebagimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) 
huruf b dan c dikeluarkan oleh BKPSDMD. 

(4) Pejabat Pengelola Kepegawaian PD harus menyampaikan keputusan 
tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKPSDMD, paling 
lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin 
ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TPP oleh BKPSDMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(5) Pemutusan TPP dilakukan paling lambat terhitung Dada bulan 
berikutnya setelah keputusan diterima oleh BKPSDMD. 

(6) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian 
PD dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. 

BAB III 
MEKANISME DAN PROSEDUR PERHITUNGAN AÏTTVITAS, PERILAKU, 

PENYERAPAN ANGGARAN/PENYERAPAN PAD DAN DISIPLIN 

Bagian Kesatu 
Peran dan Tugas Pegawai 

Pasal 23 

(1) Pegawai yang diwajibkan melaksanakan input pada sistem e-RK 
terdiri dan: 
a. jabatan pimpinan Linggi pratama setara eselon II b; 
b. jabatan administrator setara eselon, III a dan III b; 
c. jabatan pengawas setara eselon IV a, dan IV 13; 
d. staf ahli, 
e. jabatan pelaksan.a; 
f. jabatan fungsional tertentu; 
g. calon pegawai negeri sipil; dan 
h. pegawai struktural yang dititipkan pada pemerintah kabupaten 

kerinci; 
(2) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input sistem 

e-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri daft 
a. jabatan pimpinan tinggi setara eselon II a; 
b. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai ASN; 

9 c. pegawai yang diperbantukan/dititipkan di luar instansi 
),c, pemerintah daerah; 

(3) 



c. pegawai yang pulang,kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan 
diberikan penguranO.n TPP dan i besaran TPP disiplin kerja sebagai 
berikut: 

Pulang Sebelum 
Waktu (PSW) 

Lama meninggalkar.  
pekerjaan sebelum 
waktunya 

Persentase 
Pengurangan 

PSW 1 15 menit s.d <31 menit 0,5% 
PSW 2 31 menit s.d <61 menit 1% 

PSW 3 61 menit s.d <91 menit 1,25% 

PSW 4 ?_91 	menit dan 	atau 
tidak 	mengisi 	daftar 
hadir pulang 

1,55% 

d. bagi ASN yang tidak mengikuti apeLkerja pacla  hari Senin dmn Upacara 
Hari Besar tanpa ada pemberitahuanicketerangan  yang sail, maka TPP 
dipotong 2% (dua persen) untuk setiap ketidakliadiran apel clan 
komposisi TPP disiplin kerja; 

e. bagi ASN yang terjerring razia Gerakan Disiplin Aparatur maim TPP 
dipotong 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan dan i komposisi 
TPP disiplin kerja; 

f. bagi ASN yang melakukan ak-tivitas negatif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (15), dikenakan potongan TPP sebesar 2% (dua 
persen) per pelanggaran yang dihitung secara akumulasi dan i besaran 
TPP disiplin kerja; clan 

g. bagi atasan yang memvalidasi aktvitas bawahannya dan terindikasi 
manipulasi data, maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan. 

Pasal 22 
(1) Bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (11) tidak diberikan TPP dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Hukuman disiplin tingkat ringan: 

1. teguran lisan, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan; 
2. teguran tertulis, tidak diberikan. TPP selama 2 (dua) bulan; clan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TPP 

selama 3 (tiga) bulan. 
b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa• 

1. Penundaan kenaikan gaji berkala seleuria 1 (satu) tahun, tidak 
diberikan TPP selama 6 (enarn) bulan.. 

2 Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) talmn, tidak 
diberikan TPP selama 12 (dua belas) bulan; dan 

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun, tidak diberikan TPP selama 18 (delapan belas) bulan. 



d. ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan 
negara, cuti karena alasan penting, cuti sakit, melaksanakan MPP, 
dan tugas belajar; dan 

e. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib 
selama menjalani masa penahanan. 

Pasal 24 

Tugas dan peran ASN menurut kedudukan dalam PD diatur sebagai 
berikut 
a. Asisten mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. mengigi SKP 8esua1 derigan Rericana Kerja Tahunan; 
2. melakukan review perilaku Kepala PD, PLT atau PLI-1 Kepala PD; 
3. melakukan review perilaku; 
4. menetapkan Ang,garan Kas Bulanan (AKB) per kegiatan dengan 

persetujuan Bupati; 
5. membagi serapan anggaran per b-ulan sesuai dengan DPA OPD; 
6. melakukan validasi bagi jabatan staf ahli; 
7. melakukan review perilaku atas jabatan staf ahli; dan 
8. memberikan rekomendasi penilaian SKP yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah. 
b. Kepala PD mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan; 
2. melakukan validasi aktivitas pejabat struktural dibawahnya; 
3. melakukan review perilaku; 
4. menetapkan anggaran kas triwulan per kegiatan dengan persetujuan 

Bupati; dan 
5. menurunkan kegiatan kepada pejabat struktural dibawahnya. 

c. Kepala Unit Organisasi pada PD mempunyai tugas sebagai berikut: 
1. mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan dan kegiatan 

yang diturunkan; 
2. mengisi aktivitas; 
3. melakukan validasi terha.dap aktivitas bawahan; 
4. melakukan review perilaku; 
5. menurunkan kegiatan kepada pejabat strukturai dibawahnya; dan 
6. melaporkan realisasi anggaran kepada kepala OPD. 

d. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
1. mengisi SKP sesuai dengan kegiatan yang diturunkan bagi jabatan 

pelaksana; 
2. mengisi SKP berda.sarkan butir kegiatan bagi jabatan fungsional 

tertentu; 
3. mengisi aktivitas; 
4. menetapkan target angka kredit (AK) per bulan bagi JFT Tenaga 

Kesehatan; dan 
5. rnelakukan review perilaku kerja. 

e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas: 
1. melakukan verifikasi listing; 

2. melakukan validasi listing; dan 

3. melaporkan aktivitas negatif. 



f. PLT, PLH atau pejabat lain yang memangku jaiv,tan sementara 
mempunyai kewenangah melaksanakan kewPnangan sebagaimana 
pejabat yang di rangkap jabatannya s'axnpai dengan ditetapkannya 
jabatan definitif. 

g. Operator PD mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. memastikan validitas data pegawai lingkup Perangkat Daerah yang 

berkenaan dan terdaftar di database SIMPEG BKPSDMD; 

2. Memastikan validitas data pegawai lingkup PD yang berkenaan 
dengan kepatuhan terhadap SIAP; 

3, my/141)0;65pm elOntittn Itqpfttti1io,r1 toVligclecti WAR 

4. mendistribusikan kegiatan didalam sistem e-RK sesuai dengan 
pendistribusian yang dilakukan oleh Kepala PD; 

5. mengatur reviewer perilaku dalam kondisi tertentu; 

6. merekapitulasi dan menyampaikan usulan aktivitas baru kepada 
admin e-RK;dan 

7. menginventarisasi dan menyampaikan permasalahan sistem Re 
admin e-RK. 

h. Admin SIMPEG, SIAP dan e-RK mempunyai tugas sebagai berikut • 
1. memonitor dan mengoperasikan sistem e-RK; 
2. memonitor dan mengoperasikan SIMPEG; 
3. memonitor dan mengoperasikan sistem absensi 
4. menyesuaikan konfigurasi aktivitas; 
5. metiye8uaikati korifiguraai kelas clan nilai jabatan: 
6. menyesuaikan konfigurasi sistem e-RK;dan 
7. memverifikasi kesesuaian daftar pemeriksaan dengan 

i. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas: 
1. memonitor pencapaian penyerapan anggaran dan penyerapan PAD 

2. melaporkan realisasi penyerapan anggaran dan penyerapan PAD; 
dan 

3. melakukan validasi penyerapan anggaran dan penyerapan PAD. 

Bagian Kedua 
Input Aktivitas 

Pasal 25 

(1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap pegawai ditetapkan paling 
sedikit 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya. 

(2) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) 
tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya. 

(3) Perhitungan waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu, 
ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif. 

(4) Setiap pegawai wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan rincian 
kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan. 

(5) Batas waktu pengisian realisasi SKP dilakukan paling lam bat tan ggal 
30 Januari tahun berikutnya. 

(6) Waktu pengisian aktivitas harian pada sistem 	ditetapkan mulai 
pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WII3 hari berikutnya. 



Dalam hal pengisian aktivitas harian dilakukan pada Hari Sabtu, 
Minggu matipun had Sur lainnya maka dapat dilakukan tan pa 
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 
Dalam hal sistem e-RK mengalami gangguan teknis pada hari yang 
berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang 
berkenaan ditambahkan satu hari pada hari berikutnya. 

Pasal 26 

Batas waktu pengisian aktivitas dilaksanakan paling lambat 7 
(tujuh) hari. 
Dalam hal realisasi aktivitas dilaksanakan pada akhir hulan 
berjalan,maka pengisiannya tidak melebihi akhir bulan berkenaan. 
Batas waktu validasi aktivitas bulan berjalan dilaksanakan paling 
lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya. 
Batas waktu validasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat cleugan alasan yang 
dapat dipertanggung jawabkan dan rliberitahukan melalui Surat 
Edaran atau notifikasi dalam sistem e-RK. 

Bagian Ketiga 
Penilaian Perilaku Kerja 

Pasal 27 

(1) Penilaian Perilaku Kerja dilakukan dengan pola 3600  (tiga ratus enam 
puiuh derajat) terdiri dan i 4 (empat) jenis penilaian yang meliputi: 
a. penilaian perilaku din i sendiri; 
b. penilaian perilaku rekan sejawat; 
c. penilaian perilaku atasan; dan 
d. penilaian perilaku bawahan. 

(2) Komponen review perilaku terdiri atas: 
a. orientasi pelayanan; 
b. integritas; 
c. komitrnen; 
d. disiplin; 
e. kerja sama; dan 
f. kepemimpinan. 

(3) Format penilaian perilaku kerja berupa daftar pertanyaan bersifat 
tertutup. 

(4) Pernberlaktian penilaian perilakti sebagairrian4 dimaksud.  pada ayat 
(3) dikonfigurasikan oleh admin 

(5) Penilaian review perilaku dilakukan secara kuantitatif olth sistem 
e-RK.. 

(6) Hasil penilaian perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu 
dijadikari gebagai claw perhitutigari perilaku kerja. 



Pasal 28 

(1) Batas waktu penilaian perilaku kerja dilaksanakan setiap akhir bulan 
berjalan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya. 

(2) Batas waktu penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan aiasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Keempat 
Prosedur Perubahan Jabatan dalarn e-RK 

Pasal 29 
Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan ASN baik 
didalam maupun diluar PD, maka harus ditempuh prosedur sebagai 
berikut: 
a. melakukan input aktivitas sampai dengan tutup SKP; 
b. atasan langsung rnelakukan validasi aktivitas sampai dengan tanggal 

tutup SKP; 
c. melakukan tutup SKP pada sistem e-RK; 
d. mengisi realisasi SKP jabatan lama 
e. verifikasi SKP oleh atasan langsung; 
f. Operator PD mengubah nama jabatan baru ke dalam SIMPEG; dan 
g. mengisi target SKP jabatan baru pada sistem e-RK. 

Bagian Kelima 

Prosedur Non Aktif Dalam Sistem 

Pasal 30 

(1) ASN dapat dinonaktifkan dalam sistem e-RK. 
(2) Dalam hal ASN dinonaktifkan dan i sistem, maka dilakukan langkah- 

langkah administratif secara bertahap dan melihat kondisi ASN yang 
bersangkutan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksua pada ayat (1) dapat dilakukan 
langkah administratif didasarkan pada surat pengajuan non aktif ASN 
yang ditanda tangani oleh Kepala PD dengan alasan-alaSan sebagai 
berikut: 
a. sakit berkepanjangan; 
b. cuti diluar tanggungan Negara (CLTN); 
c. cuti besar; 
d. tugas belajar; 
e. cuti Alasan Penting; dan 
f. tidak kooperatif serta patut diduga melakukan tindakan 

indisipliner. 

(4) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan 
sampai dengan akhir bulan terhitung sejak surat pengajuan. 



(5) Jangka waktu penonaktifan sebau_irnana dimaksud pada ayai (4) 
dapat ditambahkan yang didasarkan pada surat pengajuan non-aktil 
ASN yang ditandatangani oleh Kepala PD. 

(6) Ketentuan periona.ktifan ASN dalam sistem merupakan kewenangan 
Tim Evaluasi Kinerja. 

Bagian Keenam 

Tim Audit dan Evaluasi TPP ASN 

Pasal 31 

(1) Dalam rangka memeriksa kesesuaian pelaporan pada sistem e-RK, 
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Audit Kinerja. 

(2) Tim Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertu gas 
untuk memeriksa kesesuaian pelaporan pada sistem dengan hasil 
kerjannya dan membandingkan hasil kerja dengan target kinerja yang 
telah ditetapkan. 

(3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Audit Kinerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati 

Pasal 32 

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan evaluasi ASN, Pejabat 

Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Evaluasi. 
(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur TPP ASN dan 
melakukan evaluasi terhadap seluruh sistem e-RK dan sistem lain 
yang berkaitan dengan sistem e-RK. 

(3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4)  

BAB IV 

PENGANGGARAN 

Pasal 33 

(1) Pemberian TPP bagi ASN dianggarkan dalam belanja tidak 
langsung. 

(2) Besaran anggaran pemberian TPP bagi ASN dianggarkan 
berdasarkan standar biaya Pemberian TPP bagi ASN yang 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 



Bagian Kesatu 
Prosedur Pembayaran 

Pasal 34 

(1) Batas waktu verifikasi daftar pemeriksaan atas listing pada bulan 
berjalan adalah tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 pada bulan 
berikutnya.. 

(2) Batas waktu pencetakan listing pada bulan berjalan paling lambat 

dilaksanakan pada tanggal 10 bulan berikutnya. 
(3) Dalam hal pencetakan listing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

BKPSDMD dan Bagian Ekonomi Pembang-anan,  borwenang merubah 
waktu pencetakan listing lebih cepat atau lebih lam bat apabila 

dipandang perlu. 

Pasal 35 

(1) Pembayaran TPP dibayarkan pada laari kerja yang telah ditetapkan. 

(2) Pembayaran TPP dibayarkan secara akumulatif berdasarkan capaian 
aktivitas dan perilaku dan, penyearapan anggaran dan disiplin kerja.. 

(31 TPP bagi ASN dibayrkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 
bulan berikutnya. 

(4) TPP sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan lebih 
cepat atau lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 36 

(1) Pembayaran TPP bagi ASN dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung. 

(2) Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan 
Desember Tahun Anggaran yang berkenaan. 

(3) TPP bagi ASN untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan 
berkenaan dengan hitungan yaitu 15 (lima belas) hari kerja. 

(4) Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus. 

(5) 8agi A8N kabupaten kerinci yang diperbantukan di luar Instansi 
Pemerintah Daerah Pembayaran TPP tidak dapat dibayarkan lagi. 

Pasal 37 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS TPP bagi ASN dilakukan 

oleh Benda_hara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dani 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD. 

(2) Penerbitan SPP-LS TPP bagi ASN diterbitkan paling lambat tanggal 8 
(delapan) bulan berkenaan; 



(3) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa lebih 
cepat atau lebih lambat dengan alasan tertentu yang clapat 
dipertanggungjawabkan. 

(4) Penerbitan SPP-LS TP-ASND bagi ASN ditandatangani dan dicatat 
oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku Register SPP. 

(5) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud path: ayat (1) terdiri dan: 
a. Surat Pengantar SPP-LS; 
b. Salinan SPD, 
c. Ringkasan SPP-LS; 
d. Rincian SPP-LS; dan 
e. Lampiran 

(6) Rekapitulasi Capaian Lampiran dokumen S PP-US untuk  
pembayaran TPP bagi ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf e mencakup: 

a. kinerja ASN melalui sistem e-RK per PD; 
b. rekapitulasi persentasi kinerja dan kehadiran ASN melalui sistem 

SIAP per PD/Unit Kerja/Bagian; 
c. rekapitulasi penyerapan anggaran clan atau rekapitulasi 

penyerapan PAD; 
d. daftar pembayaran TPP bagi ASN per PE./ Unit kerja/bagian; 
e. foto abpy sUrat Setcitari pajak/PPh 21; dan 
f. foto copy surat keputusan kepegawaian dan i pejabat yang 

berwenang terdiri atas: 
1. Surat keputusan pengangkatan CASN; 

2. Surat Keputusan pengangkatan ASN; 

3. Keputusan Kenailcan Pangkat Teralchir; 

4. Surat Keputusan pengangkatan Jabatan; 

5. Surat Pernyataan Pelantikan; 

6. Surat Pernyataan melaksanakan tugas; 

7. Surat Keputusan Mutasi pindah/daLang antar Rementerian 
dan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota; 

8. Surat Keputusan Mutssi pindah/datang antar FL) di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; 

9. Surat Keputusan Pensiun; 

10. Surat Keterangan Cuti dan i Kepala PD; 

11. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) clari: 

a) pejabat yang berwenang bagi ASN yang mutasi 
pindah/datang 	antar 	Kementerian/Provinsi/ 
Kabupaten/Kota; dan 

b) kepala PD bagi ASN yang mutasi pindah/datang antar PD 
dan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota. 

12. Fotocopy Surat Permohonan Pindah Bekerja Sebagai Tenaga 
Titipan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

13. Foto copy Surat Keputusan tentang Penjatuhan T-Iukuman 
Disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin ASN, 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan 

14. Fotocopy Surat Pemberhentian Sementara sebagai ASN yang 
ditetapkan 	dengan 	Keputusan 	Bupati/Wakil 
Bupati/Sekretaris Daerah. 



(7) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. 

Pasal 38 

(1) PPK-PD melakukan verifikasi/penelitian/pengujian terhadap SPP-LS 
TP-ASND bagi ASN dan kelengkapan dokumen yang diajukan 
Bendahara Pengeluaran. 

(2) PPK-PD mela.kukan pengujian berikutnya terhadap keabsahan 
dokumen SPP-LS TP-ASND bagi ASN yang diajukan Bendahara 
Pengeluaran clan ketersediaan paguanggara,-,, agar pernj-_;ayaran yang 
diajukan memenuhi persyaratan. 

(3) Dalam hal kelengkapan SPP-LS, dinyatakan lengkap dan sah, serta 
tersedia pagu anggarannya, PPK-PD menerbitkan draft SPM-LS,, 
membubuhi paraf dan mencatat dalam buku register SPM selanjutnya 
mengajukan SPM-LS. 

(4) Format buku register SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam SIMDA Kabupaten Kerinci. 

(5) Penerbitan dan penandatangan SPP-LS TPP bagi ASN paling lambat 2 
(dua) hari kerja sejak dokumen SPP-LS TPP bagi ASN diterima. 

(6) Dalam hal doldirrieri SPP-LS TPP bagi ASN dinyatakan tidak lengkap 
dan/atau tidak sah dan tidak tersedia dan/atau melampaui pagu 
anggarannya, PPK-Perangkat Daerah menerbitkan draft surat 
penolakan. 

(7) PPK-Perangkat Daerah mencatat surat penolakan SPP-LS 'I. PP bagi 
ASN yang gudah ditandatangani Periggutia Anggarati/Kua8i'il 
Pengguna Anggaran dalam buku register penolakan penerbitan SPM. 

(8) Penerbitan dan pengembalian surat penolakan paling lambat 1 (satu.) 
hari kerja sejak dokumen SF'P-LS diterima. 

(9) Format surat penolakan dan buku register penolakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Simda Kabupaten Kerinci, 

Pasal 39 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti/menguji 
dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS TPP bagi ASN. 

(2) Pengguna 	Anggaran/ Kuasa 	Pengguna 	Anggaran 
menerbitkan/menandatangani surat penolakan SPM-LS TPP bagi 
ASN. 

(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
berhalangan karena tugas dinas, cuti sakit, cuti bersalin, cuti besar 
dan hal-hal lain, Sekretaris Daerah menunjuk pejabat yang diberi 
wewenang untuk menandatangani SPM-LS TPP bagi ASN sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Bagian Keenam 
Pencairan Dana 

Pasal 40 

Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS TPP bagi ASN yang 
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, agar 
pembayaran TPP bagi ASN yang diajukan tida.k rnelampaui pagu 
anggaran dan memenuhi persyaratan. 

(2) Kelengkapan dokumen SPP-LS TPP bagi ASN untuk penerbitan SP2D-
LS TPP bagi ASN mencakup: 

a. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran; dan 

b. Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai 
peruntukannya: 

(3) Terhadap SPM-LS dan Lampiran dokumen TPP bagi ASN yang lengka.p 
dan/ atau sah, Kilasa BUD menerbitkan/ menandatangani S P2 D US - 
TPP. 

(4) Penerbitan SP2D, dicatat oleh Kuasa BUD dalarn register penerbitan 
S 

Terhadap SPM-LS dan Lampiran dokumen TPP ASN yang tida.k 
lengkap dan/atau tid9k sah, dan tidak tersedia dan/atau melarnpaui 
pagu anggaran Kuasa BUD menolak penerbitan SPM-LS TPP bagi ASN 
dan mengembalikan beserta Lampiran dokumennya kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(6) SPM-LS TPP bagi ASN yang ditolak dan dikembalikan Kuasa BUD 
dengan menggunakan Surat Penolakan Penerbitan SP2D. 

(7) Surat penolakan penerbitan SP2D, dicatat oleh Kuasa BUD dalarn 
Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D. 

(8) Format SP2D, Register penerbitan SP2D, Surat Penolakan Penerbitan 
SP2D dan Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D. 

Bagian Ketujuh 
Pengendalian 

Pasal 41 

(1) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan 
pengendalian terhadap pemberian TPP bagi ASN setiap bulan kepada 
rnasing-masing ASN dan CASN. 

(2) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran daftar 
pemeriksa:an TPP. 

(3) Kepala PD dan Atasan Langsung secara berjenjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran 
rekapitulasi kehadiran ASN dan CASN. 

(4) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
disampaikan melalui penarikan data SIMPEG pada setiap bulannya. 

(1) 

(5)  



(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan 
paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya. 

(6) Apabila rekapitulasi kehadiran sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dilakukan secara tepat waktu, maka perhitungan kinerja 
dilakuka_n sesuai dengan data yang tersedia. 

BAB V 
KEBERATAN 

Bagian Kesatu 
Jenis Keberatan 

Pasal 42 

(1) Jenis Keberatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 
a. keberatan atas sistem; dan 
b. keberatan non sistem. 

(2) Keberatan atas sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bumf a, 
merupakan keberatan yang diajukan oleh ASN dikarenakan adanya 
kesalahan/malfungsi pada sistem. 

(3) Keberatan non sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan keberatan yang diajukan oleh ASN dengan alasan sebagai 
berikut: 
a. aktivitas tidak divalidasi, yaitu atasan langsung tidak melakukan 

validasi terhadap aktivitas bawahan; dan 
b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan 

indisipliner. 
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan 

secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala PD sesuai prosediar 
yang tercantUrn dalain peratUran perundang- undangan ten tang 
disiplin pegawai. 

(5) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan 
c. pertiyataan tidal< pus. 

(6) Permasalahan yang menjadi keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya berlaku pada bulan dimana permasalahan tersebut 
terjadi. 

(7) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilampirkan dengan b-ukti=bukti sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang kepegawaian 



Bagian Kedua 

Ketentuan Penyelesaian Keberatan 

Pasal 43 

(1) Penyelesasian keberatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis: 
a. penyelesaian keberatan atas sistem; dan 

b. penyelesaian keberatan non sistem. 
(2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

diselesaikan berdasarkan kewenangan oleh admin e-RK. 
(3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

diselesaikan berdasarkan kewenangan Tim Evaluasi TPP. 
(4) Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada 	ayat 

(1) 	berupa 	berita 	acara 	penyelesaian keberatan yang 
ditandatangani oleh admin e-RK atau Tim Evaluasi TPP ASN dan 

diketahui oleh pejabat yang berwenang. 
(5) Prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ay at 

(1) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan 
oleh Tim Evaluasi TPP ASN. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 44 

(1) dalam hal pejabat struktural diberhentikan dan i jabatannya sbagai 
akibat evaluasi kelernbagaan maka besaran pemberian TPP-nya 
dibayarkan TPP berbasis kinerja pada kelas jabatan terakhirnya 
sampai dengan menduduki jabatan secara definitif. 

(2) dalam hal perubahan status jabatan bagi kepala uvr lebih besar 
dan/atau lebih tinggi dan i kelas jabatan sebelumnya maka dthayarkan 

yang paling menguntungkan pada yang bersangkutan. 
(3) di karenakan adanya perubahan sususan perangkat claerah dan 

penyempurnaan aplikasi SIMPEG, SIAP dan e-RK maka capaian 
aktivitas dan perilaku kerja serta penyerapan anggaran pada bulan 

Januari sampai bulan Maret tahun 2020 dihitung 100% (seratus 
persen). 

(4) TPP pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar berdasarkan 

perhitungan perhitungan disiplin kerja dengan indikator capaian 
kehadiran akumulasi keterlambatan per bulan 7 jam 30 menit akan 
dikurangi 4% (empat persen). 



Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 9 More,,b 	2020 

1 KERINC1, 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 45 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 
37 Talian 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemcrinta.han 
Kabupaten Kerinci ( Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 37), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan 
diberlakukan surut sejak tangga12 Januari 2020. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kerinci. 

ADIROZAL, 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 9 4re1 	2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI, 

GASDINUL GAZAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR 
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